NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU,
DENGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

OAN

x

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU
TENTANG

PELAYANAN TERPADU KEPEMILIKAN STATUS HUKUM PERKAWINAN BAGI
MASYARAKAT PROVINSI MALUKU
NHOMOR : 180 = 15 Tehun 7014

NOMOR : W24-A/545/PP.00.4/iV/2014
NOMOR [ KW.25.01/2/PW.00/271/1014

Pada harl inl, Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun Dua Ribu Fmpat Belas (28 04

2014} bertempat di Kota Ambon, yang bertandatangan di bawah ini :

1.0r. Sald Assagaff

2.0, H, Jufrl Ghallb, SH.MH

§,Prof.DR. Abd. Khallk Latucanzina, M, 5

Gubernur Maluku, beralamat di JLPattimurs
No.lAmbon, dalam hal ini bertindak untul
dan atas nama Pemerintab Provinsi Maluku
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Ketun  Pengadilan Tinggl  Agama  Ambon
Beralamat i ) Haya Kebun Cengkeh Keco
Sirimad, Kota Ambon, dalam hal inl bertindak
untuk dan atas nama Fengadilan Tinggl Agam:
Ambuon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
Eepala Rantor Wilayah Kementerian Agarm
MALUKY, beralamat di Il Sultan Hasanuddir

Eota Ambon Provinsl Maluku, dalam hal ini




bertindak wuntuk dan stes nama Kanig
Wilayah Kementerlan Agama Provinsl Maluk

selanjutnya disebut PIHAK KETIGA
PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIBA untuk sslanjutnya secars bersama-sama diseb
PARA PIHAK terlablh dahulu manerangken bahwa bardasarkan Surat Edaran Mahksmah Agung |
Nomor 03 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Tats Cers Pelayanan Dan Pemarlksaa
Parkars Voluntar (ubat Niksh Oslam Pelayanan Terpadu, bahwa untuk mewujudkan tertl
administrasi kependudukan, akta nikah, dan buktl kelahiran bagl masyaraket Provingl Maluk
secara terpadu, maks di periuksn kerjesama dalem mewujudkan hal tersebut di atas, sesu
dengan rusng lingkup tugas masing-masing balk Pemerintah Dasrah Provingl den jsjaranny
Kanwll Kermenterisn Agama dan Jajarannya sarts Pengadilan Tinggl Agama Ambon dan jajarannya.
Bahwa barcdassrkan partimbangan tersebut PARA PIHAK sepakat mangadakan Nots Kesspahama
tentang peningkatan Palayanan Terpadu Kapamilikan Status Hukum perkawinan bagl matyaraki

Provingl Maluku, dengsn ketentusn sebagal barlkut :

Paisl 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Nots Xesspshaman inl dimaksudkan untuk mansinergiksn program peran masing-masic
PIHAK sstual ketentuan peraturan parundeng-undangan yang berlaku dalam mawujudke
Status Hukum Perkawinan bagl masysrakat Provinsl Maiuku,
{2} Notas Kesepahaman Inl bartujusn untuk:
». Memparcepat kepamillkan status Hukum parkawinan bagl masyarakat.
b. Manlngkatkasn mhilﬂtli, koordinasl dan kerjasama PARA PIHAK dalam pelayard
kapemillian status Hukurm péckdwlnin BAgI mssysrakst,
c. Mambantu masysrakat untuk mamparoleh status hukum parkawinan secara mudah, ceg:
dan biays ringan, bahkan kalau dimungkinkan dapat digratiskan.




PFazal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mallputi |

{1} Penetapan Standar kebljakan dan prosedur layanan nikah, <eral, lsbat nlkakh o
pencatatannya pada masing-masing pihak.

(2} Pelaksanaan pelayanan secara terpadu isbat nikah oleh Pengadilan Agama, pencatatan niki
oleh Kantor Urusan Agama dan pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catati
Slpll,

(3} Pelaksanaan Isbat nikah secara terpadu.

(4] Pemblnaan sumber daya manusla secara terpadu.

(5) Sosialliasl pads masyvarakat,

Fasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR
Para PIHAK bertanggung jawab untuk :
{1} Mensosialisasikan Nota Kesepahaman inl kepada Jajaran masing-masing.
(2] Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama.

{3) Melaporkan hasil kerjasama tersebut kepada masing-masing pihak dari unit pelaksa
dibawah secara Perlodik.

Pasal 4
PELAKIANAAN DAN PEMBIAYAAN
{1} Petaksanaan Nota Kesepahaman Inl diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (P8
ditingkat Kabupaten/Kota pada unlt |ajaran darl masing-masing plhak secars bersama-sar

dnnfntnu pada unlt mning-mnlng sntker,

(2) Blaya yang umbul sebagal akibat darl Nota Kesepahaman ini dibebankan akan ditentuk.

kemudian sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTLU
{1} Kesepakatan Bersama inl berlaku untuk Jangka waktu 3 {tiga) tabun, terhitung sejak tang;

ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;




(2) Kesepakatan bersama inl dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apablla ada ketentu;
perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak  memungkink:
berlangsungnya kesepakatan bersama.

Pasal &
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisthan yang timbul karena perbedaan penafsiri

dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahanan Inl akan diselesalkan secara musyawarah mufakat,

Pasal 7
ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Inl dan atau perubshan mengen
ketentuan Kesepahaman Inl akan diatur kemudian dan dituangkan dalam bentuk addendu
sebagal baglan yang tidak terpisahkan darl naskah Kesepahaman Bersama inl,

Pazal 8
PENUTLIP
(1) Nota Kesepahaman inl dibuat dalam rangkap 3 (tiga), bermateral cukup, dan mempuny

kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama inl dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA,

I¥. $ald Assagaff “W. Jufrl Ghallb, SH. MM “Prof, DR, Abd. Khallk Latuconsina, M,



